BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

FERATURAN :D.AERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a hahwa pembeniukan Peraturan Daerah sebagai salah
satit produk hukum daerali merupaken salah sa
syarat dahm penyeilenggaraan Pemerintaban & Daergh
dan hal tersebut hanya dapet terwujud apabila didukung
deh cara dan metode yang pasti baku den standar yang
.Iﬂf:flgikat' semmaa, lembaga vang berwenang membentuk
Peraturan Dasrah;

b bahwa efelktivitas pelaliganaan Peraturan Daeratl sangat
ditchtukan oleh kualias Peraturan Daerah dirhaksud,
meka untuk menunjang hal tersebut diperlukan
Peraturan tentang Tata Cara Pembentukan Pératuran
Dasrah;

o bahwa dengan tedah terbitnya Undang-Undang Nomior 12
Tahun 2011  tentang  Peinbentukan  Peraturarn
Pernuindang-Undangan. . heserta peraturan
peleksanaannya, maka Taa Cara Pemibentukan
Peraaran Daerah perlu juga untnk diatur delam sudtu
Peraturan Daetah;

d bdhwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada buruf g huraf b dan huruf ¢ perhla
menetapkan Peraturan Daerah tentang Taia Cara
Pernbentukan Peraturan Daerab;




Mmgjngat

L

Pasal 18 aya §6) Undarig-Undang Desar Negara Republik

indanesia.

Undang-Undang Nemor 40 Tahun 2003 tehtang
Penteéntukan  Kabupatén  Serarn  bagian  Timur,
Kabupaten Serarm Bagiin Basat dan = Kabupaten
Kepulauan Arm di Provinsi Maluku (Lembatan Negara
Resubhik Indonesia Tahin 2003 Nomor 155, Tambshan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);

Uit lang-Unidang Nomor 32 Tahun 2004 ientang
Pemetintahan Daerah  [Lémbaran  Negara Republik
Indoneésia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negsra Republik Jndonesia Nomor 5387), sebagaimaiis

telah diubah deéngan Undang-Undang Nomer 9 Tahun

2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Talmm 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

[fdanesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pamerintaban Anfara Pemetintah,
Pernerintahan Daecrah Provingi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomcr 82, Tambahsn Lembaran
Republik [ndonesia Negara Nomor 4737);

Undang-Undang Nomor 12 Talun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan-
(Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2011
Nornor 53, Tambahan Leimbarsn Negara Republik
Lilonesia Nomor 4389)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undeng-Unddng Noior
2 Tahun 2014 tentang Perubaban Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor
245 Tambahan Lembaran Negara Republit Indonesia
Nomor 5589);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Notrmor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;




Deigan Persenfjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAK YAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

dan
BUPAT]I KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perituran Dacrah ini yang dumaksad dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peranglcat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepuleuan Aru

Bupal adalah Bupali Kepulavan Ara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
Devan Pervwakilan Rakyat Daerah Kebupaten Kepulauan Aru

Sekretaris Daemh adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Kepulattan Aru
Perangkat Daeralr adalah Oiganiasi Lembaga pada Pemerintah Dacrah
yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah  dalam ranglka

' penyelenggaragn pemerintah yang terdiri dari Selretaris Daerah, Dinas

Dacrah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatun, Kelurahan dan Polisi
Parmndng Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tata cara pembentukan Peraturan Dacrah sadalah rangkaian kegiatan
panyusuman Peraturan Deerah mmlai dari perencanaean sampai dengan
penelapan.

Peraturan Daerah adalah segala bentul Peraturan Perundang-Undangan
wanrg dibentilk oleh Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah dengan persetujuan
bersama Kepsla Daerah

Piogram Pembentukan Peraturan Daerah  yang selanjuthya  disingkat
Propeimnperdn adalah instrumen paencanaan pembentulkan  produk
hukum Dasrah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.



10. Naskah Akademilc adalan naskah yang depat dipertanggungawablan
secara imish menpérai konsepsi yang berisi laar belakarg, tujuan
penyusunan, sasaran yamg ingin diwujuditan dan lingkup, jangkauan,
objek atau arah pengaturan Rancafgan Peraturatfi Daerah, terinastic di
dalamnya kajin akademik danfatan paskah lain yang dipersamakan.

11.Badan Pabentukan Peraturtin Dagrah adalah alat kelengkapan DPRD

vang bersifat tétap, dibentuk dakifh rapst parpurns DHPRD.

. 12, Thterpiestdsi adalah Peri afsitan membeiikan penglasan peigerfian dan

urdgian téntdng  uhdanglndang, perdtufan-peraturan dan  rmasalih-
masalahi lainmya, sehingga dapat dipabami apa yang diimaksud..

13. Sinkronisasi adalah usaha penyesuaiats hasil penyusunan prolegda yang

. dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah  sehingga
terdapat keserasian.

14. Nota Kesepahiathan atau Memorandum of Understandirg (Mol]) adalah nota
vang berisi kesepaharman bersama antare dua belah pihak atau lebih
untuk melaksanakan tindakan atma perbuatan hukum yang telah
disepalati bersama. _

15. Penpundangan dan penyebarluassn adalah penempatan Peraturan Daerah
dalam Lembaran Déaersh, Tambshsn Leémberan Daereh atam: Berita
Dagrah.

16.Lembaran DPacrah adalah pererditen resmi Pernerintal Dagfah  yang
digunakan urituk mengundangkan Persturan Daerah.

BAB 11
MATER] MUATAN
Pasal 2

(1) Materi muatan Peraturan Dacrah adalah scluruh materi muoatan dalam
o rangka pernyelenggaraan otonemd dan tu@ﬂ pembantuan danjfatan
penjabaran lebih lanjut dari Peramwan Perundang-Undangan yang lebib
tiriggi.
2] Materi mustan schagainana dimaksud pade ayet (1) meliputi :
& memberikan beban kepada Magyarakat;
b mepgurangi kebélrasan Masyarskat:
¢ -membatasi halk-hak Measyarakal; dan/atail




¢ telah diteritviksn dalam Perataran Perundang-Undangan vang sederajat
darifa tau -fingkatannys, lebih fnggi yang memerintahkan untuk diatiir
oleh Peraturan Daerah. | '
BARB 11 |
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Daerah ind bertu)van :

a.  memberikan landasan yurdis dalim membentule Peraturan Daerab;

"Bb. roemberikan pedoman dan arahan dalem rangks tertib pembertukan
Peraturarn Deerah sesuai dengan asas-asas pembenfukan Peraturan
Perundang-Undangan yang baik; dan

¢ menyelengparakan parhbeniukan Peraturan Daerah yang transparan
dkuntabel dan partisipatif.

Pasal 4

Ruang lingloup tata cara pembentukan Peraturan Dasrah meliputi;

P @ ™moe pp pop

Properaperda,;
persigpar;
teknik perancangen;
partisipasi Masyarakar,
pembahasan;
pénetapan dan pengundangan;
peyebarluasan /sosialisasi; dan
pembiayaan,
BAB IV
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAKRAH
Pasal 5

Pembentukan Perattran Daerah harus berdaserkari asas-asas sebagai

berikut:

a lkejelasan tujuan adalah babwa setiap pembentukan, Peraturan Daerah
harus mempunyal tujuan yang jelas yang Zh:r_:dak dicapai;




kelembagaan danfatau organ pambentuk yang tepat adalah balvwa sctiap
Peraturan Daecrehi harus dibuat oleh lembaga/Pejabat yang befwenang,
schingga Peératiiran Daerah tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demni
hukurm, apabtla dibuat oleh lembaga/Pejabat. yang tidak berwenang;
kegezsuaian awtaia  jehis dan materi muatan  adalah  balwra  dalam
pembentukan Pératurari Dagrah harps  benar-benar memiperhatikan
materi muatan vang tepat dengan Peratirdan Dacrabnye;

daper dilaksanakan adalah bahwa setiap pembenlukan Peraturan Dacrah
harus metnperhitunglian efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalatn
Masyarakat, bade secara filosofis, yuridis maupun sosiplogis;
kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah behwa setap Peraturan Deerah
dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalm
mengatr kehidupan beérmasyarakat, berbangsa dan bernegara,

kejlasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Daerah, sistematika
dan pilihan kata dan/atsu terminologi serta behasa hukumnya jelas dan
mudah dimengert, sechingga tidok menimbulkan berbagai macam

interprestasi dalam pelaksanaannya; dan

keterbukaan adalah bahwa dalam proses pernbeéntukan Perattiran Daergh
rmilal dan perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahsesan bersifat
trafisparan dan terbuka, schingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya uatuk memberikan mesukan dalam
proses pembuatan Peraturan Daerah

Pasal 6

Materi Muatan Peraturan Daersh mengandung asas :

a

pengayoman adalah bahwa setiap materi nmuaan Peraturan Deerah harus
berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan
ketentraman Masyaralat; _
kemanusiaan addleh balwva setiap maberi muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan perlicdungen desn penghormaten Hak-Hak Asasi Manusia
sata harkat dan martabat setiap Warga Negera dan Pendnduk Indonésia
secara proporsional;

kehangsaan adalhh bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan sifat dan watak Bangsa [ndomnesia yang pluralistik
(kebhinekaan) dengan fetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia;



‘kekeluargaen adalah bahwa setiap materi muatan Perafuran Daerah harus

fiiehicérminkan imusydwdarah wnbok  mencapsi  mufiakat  dalam  setiap
pengammbilan keputlisat;

keniisantaraari adaldh bahta sedap materi mhudcan Peraturatn Dagrah
meritpakan begiari dan sistei  huicim nasgiohal yang  berfidasarkan
Pancasila;

bhinteka tunggel ke adalh babwa materi musfatn Peratiran Deerah harus
rhempierhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongati, kondisi

khusus Daergh dan ‘budaya Khususnya yang menyangkut rhasaiah-

tiasalah serisitif dalam  kehidupan bermiasyarakat, berbarigsa dan

- bernegara;

keadilan zdalah ‘hahwa setiap :mteri muatan Perjturan Daerah harus
mencerminkan keadilan secara proporsiopal bagi setiap Warga Negara
tan pia kecuali;

kesamaan Jkedudukar: delam hukum dan Pemerintghan adalah bt
setiap Materi Muaten Peraturan Daerah, tidek boleh berisi Hal-hal vang
bersifat membedakan berdasarkan latar belakeng antara lam agame,
sulcy, ras, golongan, gender dan/atau status sosial; dan

ketertiban dan kepestian hukum adaleh behwa setiap meter] muaten

Peraturari Dasrah haifus dapat menimbulkan ketertiban dalam rmesyarakeat

melali  jaminan adanya kepastian hultum  danjatau  keseimbangan,
keserasian dan keselarasan, adalah bahwa setiap Materi Muaten

~ Peraturan Daerah barus mencerminken keseimbangan, keserasian deri

(1)

)

keselarasan antara kKepentingan individu dan masyamkat dengsn
kepentingan Bangsa dan Negara.

BAE V
PENYELENGGARAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Propemperda
Pasal 7

Pehyusunan  rancangsn  Propemperda  di  lingkungan - DPRD
dikoordinasikan oleh Bapemperda.
Pertyusunail rancangan Propemperda di lingkunpan Pemerintah Daerah

- dikoordinasikan oleh Sekretaris Draeral.
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Pasal 8

Bapetiperda  delaan  mengkooidinaskan  penyusunan  rancangan
Propemperda di lingkungan DPRD dapal mieminta atan memperaleh bakian
dan/atau fnasukan -dari Pemerintah Daerah, Perpufien Tingoi danfatan
kelompok Masgyaralat. N

Kétentuan lebih lanj\ mengensi tafa cara peryusunan Propempetdia
lingkingan DPRD sebagaimana dimalesud dalam Pasal 7 ayat (1) diatar
dalam Tata Tertib DPRD dengan memperhatikan Peraturan Perondsrig-
Undarigan yang berlaizn, '

Pasal 8

‘Bekrstaris Dasrah sebagaimana dimaksud dalam Pagal 7 ayat (2), dalam

merngko '.a;"d.fna.'sikan penyusunan rancangan Fropemperda d lirgkurigan

Pemerintah Daerah dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atan

measukun dari SKPD, Perguruan Tinggi dan/atau kelompok Masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunain Propempetda &
ingkungan Pemerintali Deacrah scbagaimana dimalkeud peda ayst (1)
diatur lebih lanjut déngan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Hagil penvusundn rancangan Propemperda di lingkungan DFRD dan hesil
penyusunan rancangan Propemmperda di lingkungan Pererintah Dagrah
sebagairiiana dimaksud dalim Pasal 8 dan Pasal 9, dibahss bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi dan
harmonisasi.

Hasil pembahasan sébagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnva

- disusiin menjadi Propemperda yang merupakan lesepakatan bersama

antara, DPRD dan Pemeriritah Daerah yang dituangken. dalam bentuk Nota
Kesepahaman (Memorandum o Understatiding) dan selanjuthiya
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
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Bagian Kedua,

Pefsinpar
Pasal 11

Rancangan Peraturan Deerah baik yang berasal dari misiatif DPRD
méupun dari Bupati disusun berflasarkan Propernperda, _

Dalam keaddaan teértent, DPRD dan/atau Bupal dapat mengajuken:
rancangan Peraturan Daerab di luar schagaimana dimaksud pada ayat ). .

Pasal 12

Rancangan Peraturan Daerah yapg diajukan oleh Bupati disiapkan oleh
Pimpinan SKPD danfatau Pejabat yang ditunjuk olch Bupat sesual
dengan lingkup tuges dan temppungpwabaya.

Pengharmonisasian, pembuatan den pemantapan konsépsi rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati, dikoordinasikan deh Bagian

Hukirm dan Orgahisasi.

Keteritizan lebik kinjut imerigenad tata cara peiiyidpan rancargam Péeratiiran
Daérah sebagaimana dimaksnd pada avat (1) dishir dengan Peratufan
Bupati.

Pasgal 13

Rancangan Feératuran Dacrah yang berasal dari DPRD dapat disiapkan
oleh angeota, gabungan komisi dan/atan alat kelengkapan DPRD yang
khusus menangani bidang pembenhakan perda.

Keterituan lebih lanjut mengenai taiy cara penyiapan rancangan Peranurah

Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dalam Tata Tertib

DPRD.
Pasal 14
Pemrakarsa dalam renyusun Rancangan Pergturan Daerah  terlebih.

dahulu menyusun Naskah Akagemik mengenai materi yang akan diatur
dalam Rancangan Peraturan Pesrah yang bersanglkutan.



(2} Naskah Akademik sebagaithana dimaksid paia ayat (1) paling sedikit

3

(1)

@

(1)

(2
(3)

“4

memuar

a. latar belakang

b, maksud dan tujusn;

¢ kajan yuridis, filosofis, sogiologis;

d. pokok-pckok materi muatan; dan

e amih dan jarighouan pengaturan.

Dikesinalikan dari ketentuan sehagaimarm. dimaksud pada ayat (1)
Rancangari Persturtin  Daerah yang materings  berist  tentang APBD,
perubahan APBD, pertsnggungjawabar{ pelaksanaan APBD, pencabutan
materi disertal penjelasan atau k.e:terangan vang memuat pokok pikiran
dan materi yang diatuy.

Bagian Ketiga
Pembahasan
Pasal 15

Rancangan Perpturan Daerah yang disiapkan oleh DPRD disampaikan
dengen surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati

Rancangan Peraturan Dserah yeng disiapkan oeh Bupat disampaikan
dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD.

Pasal 16

Pembahasan rancangan Peraturan Daoah di DPRD dilekukan ocleh. DPRD
bersama Bupatl

Pernbahasan sehagaimana dimaksud pada ayat ) dilakukan inelahi 2
(cm) tingkatan pemnbicsraan yaitu pembicarean tingkat I dan. pembicaraan
tingkat 1,

Tingkat-tingkat pembicaraan seébagaimana dimaksud pada ayat [2)
dilakukan dalam rapat Komsif/Pamtia {BadanfAlat Kckngkapan DPRD
yvang Kkhusis menangani Hdang pembentukan perda dan rapat Pimpinan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata klsana pembahasan rancangan
Peraturen Daerah sebagaiimana dimakeud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan DPRD.



(1)

(2)

B)

(0

(2)

)

Pasal 17

Réncangan Perstoran Daerah dapaf ditarik kembali sewaktu-waktu
sebelum dilakukan pembahasan.

Rancangan Peraturar Dierab yabg sedang dibahas hanya dapat ditarik
keinbali berdasarkan persetjuan bersaima DPRD dan Bupati.

Ketentuan lebili lanjut mienpenal tafa caia penarikan kembali rancangan
Peraturan Deerah diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 18

Pembzhasan menitikberatkan pafda substansi dan/atau materi rimncangan

Peraturan Daerah. |

Bubstansi atau materi scbagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi :

a. latar belakang, tujuan dan reang lingkup pengaturan;

b ruddusan, implikasi, bahasa, pencgalcan dan kéterkaitan antar rioriha)
dan

¢. hal lainnya yang berksitan dengan materi muatan rancangan Peraturan
Daerah yvung bersangkuitai.

Pernbahsasan sebagaithana ditnakad pada ayat (1) dan ayzat (2) dilakukan

dalam rapat badan pembentukan patda danfatan rapat panitia khusus

yang dibentuk writuk itn.

Pasal 19

Apabila dalam satu masa sidang Bupat dan DPRD menyampaikan rincangar
Peraturan Daerahh mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah
rancangan Perahuran Daecrah yang disampaikan oléh DPRD  sedangkan
rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai
bahan untuk dipersandinglan.

()

Bagian Keempat.
Penetapan
Pasal 20

Rancangan Peraturan Dagrah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan
Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupat dalam jangka
vwektu paling lambat 7 (fujuh) hari kerja terhitung sepk tanggal



(2) Raficangsn Peraturan Daerah yung ah disetujui bersama ditetapian

(1)

&

(1)
2

oleh’ Bupati dengan merhbubulikan tanda tangan - dalarn jangka wakna
paling lambat 30 (tgd puluh bad) sejak rabcangan Peraturan Daerah
disctuna.

Péaal 21

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimaina dimaksud dalam
Pasel 20 ayet ) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam walkt: palinig
lamitat 30 (tHga pulith) hari ketja sefak rancangan Perahiran Daerah
tersebit ditetapkan, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah
menjadi Peraturan Daerah dan wagh diundangkan,

Dalam hal sahriva rancangan Perdturan Deecrah sebageimana dimaksvid
pada ayat (1) fmaka k}a.liﬁlac pengesahanmnya berbunyi:

“Perattiran Deerah in dinyatalean sah®

Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) pada halamsn
terakhir Paraturan Daerah scbelum pengundangan naskah Peraturan
Daerah ke dalam Lembaran Daerah

BAB VI
PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI
Pasal 22

Penomoran produk hiikum Daerah dilakukan okh Kepsla Bagian Hukum,
Penomoran produk hukum Daerah berdfar pengaturan menggunakai
Norier Bulat.

Penomoran Produk Hukum yang bersifat pehetapan renggungkan Nomor

Pasal 23

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor, diundangkan
' dalam Lembaran Daerah,




PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesati,
Perubahan.
Pasal 24

Peiubatian Petaturas Daerah dilakulan dengan:

e menyisipkan danjatau menambah materi ki datam Peratugsn Daerah;
atH1 |

b, menghapus dan/atan mengganti schagiart materi Peraturan Deseraki

Pasal 25

Perubahan Peraturan Dacrah dapat dilakulcan terhadap :
‘a sdluruh dafi/atau sebagian bulkm, bak, bagian, paragraf pasal dan/atau
avat den
b kata, istilah, kalimat, angka dan/atan tanda baca,

Pasal 26

.Jika Peraturan Daerah yang diubsh mempunyai nama singkatan, Pératuran
Daerah Perubshan dapat menggumakan nama $ingkatan Pératuran Daerah
yang diubah.

Pasal 27

Batang Tubuh Peraturan Daerah pernbahean terdiri atas :

a. pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan
menyebuikan Lembaran Daerah yang diletaklkan d antara tanda baca
kurung serta miemual materi danfatan norma yang <iubab;

b. jka Peraturan Daarsh telah diubah lebih dari sdatu kali, Pasal 1 memuat,
selain mengikuti ketentuan pada butir a, juga Talun dan nomor dan
Peraturan Daerah perubaban yang ada serta Lembaran Daerab yang -
diletakan di antara tanda beca kwung dan dirinci dengan hiruf-huorof
(abjad) kecil (a, b, c den seternariya); dan

¢. pasdl I memuat kerentuan tentsng saar mulai berlhku dan dalam IEl
tertenty, juga dapat memuat ketemtuan peralihan dari Peraturan Daetral
Perubshan yang maksudnya bebeda dengenm ketentuan peralihan dari
Peratirran Daerah yang diubah.



Pasal 28
Jika dalam Peraturan Daerahi perubahan ditambahkan danfatau disisipkan
bab, bagian, parasraf atan pasal bary, maks bab, bagian, paragrdl atau pasal
baru tersebut dicantumksan pada teimpat yang sesuai dengan materi yong
bergangkutarn.

Pasal 29

Jika ddlam 1 (satu) pasal yang tordiri dari bebeérapa ayat disisiplan gyat bary,

* penulisan ayat baru terschut diawali dengan angka Arab sesuai dengan anglka

ayat yang disisipkan dan ditambah horuf keeil a, b, ¢ dan seterusnya yang
diletaiclzan di antara tanda baca kuriing,

Prgal 30

Jka délam Peraturan Deerh dilakukean penghapusan etas suatu bab, bagian,
paragraf, pasal afau ayef, makea urutan bab, bagian, paragref, passl ated ayet
tersebuf tetap dicantumkan dengan diberl keterangan dihapis,

Paeal 31

Perubahan Peraturan Deerah yang mengakibatken sistematika Peraturan
Daerah betrubah, materi Pereturan Daerali berubaly lebih dari 50% (ima
pulub persen) atau esensinya berubah, maka Peraturan Dacrah ysng diubah
dapat dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yvang baru,

Pasal 32

(1) Perahrran Daerah wyang telah sering mengalami perubelian schingga
menyulitken pengguna Peraturan Daerah, maka Peratursn Daerdh
tetsebut dapat disusun kembali dalam naskah sesuai dengan pefrubahan-

* perubahan yang telah dilaloukan dengan mengadakan penyesuaian peda :
& urutan bab, bagian paragraf, pasal, ayat, angka atau bufin
h penychutan-penyebutan; dan

€. ¢jaan.



{2]. Penyusunan kembali sebagaimana dimakswd pada gvet (1) dilaksanakar
* dsh Bupati dengan mengeluarkan suafu penstapat. |

(3 Pmc‘tapaﬂ stbagaimena dimakstd pada ayat (2 tercantum dalam

lanigiran yetpe merupalan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

. 'i-tlil

Pencabuten
Pasal 33

Jka Peraturan Daerah tidak diperiukan kg dan dighnti dengan Péfaturan
Dagrah yang hany Peraturan Daerah yang barm haruis secara tegas mehcabut
Pergturan Daetah yang tidek diperlnkan itu.

Pasal 34

Peretlran Dgerah hanya dapat dicabut melali Peraturan Daemh yabg
getingkat dan/atau produk hukum yang lebih tinggi

Posal 35

Jika Peraturan Daezh yarig baru mengatur Kembali stiatu materi yarg sudah
diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah itu dinyatakarn
dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang
bari1 dengan menggunaksn rumusan dicabut dan dinyatakan tidek berlalkn:

Pasal 36

Jika pencabutan Peraturan Daerah dilalouican denparn. peraturan pencabutan

tersendird, peratiran pencabutan iu hanya memuat 2 (dua) pesa yang ditulis

déngan anglka Romawi, yaku scbagai berikul :

a pasal 1 rhemudt ketentuan yang menyatakan tidak berlalunya Peraturan
Daerah atau yang sudah diundangkan tetapi behun. nmilai berlaku; dan

b pasal II memunat ketetitvian tentang saat mulai beflakunya Peraturan
Dagerah penecabutdhl yang bersabngkutan.



Pakal 37

Pencabu‘f:m Peraturan ‘Déerah  yaing memmbulkan perubahsain d.a.lam g

'Peraturan Daerah lpin yang terkait, tdak mengubak Peraturari Daerah it
yang térkait tersebut, kécual ditentukan lain sécara tegas.

Pasil 38

o .Pemtu:an Daﬂrah dan;atau kétentuan yang te]ah dmabut dengan s:mdmn}fa '

BAB VI
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN
Bagnn Ke:satu
Pengundangan
Pasal 39

(y ‘Agar setiap ordng mengetahuinya, Peraturan ‘Daerah harus diunﬂangl-:a:n.
dengan menémipatkannya dalam Lembaran Daerah.

(@ Pengundangan sebagaimana dimaksad pada ayat (1) merupakan

pcmh:rltahua.n formial suatu Peraturan Dacerah sch.lngga mzmpunyal deya
ikat terhadap masyarakat.

Pasal 40
Pengundangan Peraturan Daerah dilaksanaken oleh Sekretaris Dacrah.
Pasal 41

Perattramn Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan rnengikat pada

tanggal diundengkan, kecuali ditentukan lain di dalam Pératuran Daersh.
yang bersangkutarl. '

Digal 42

'Untuk meénjamin kereemian dan keterkaitan antara rmateri Pefaturan Daerah.
- dengan Perijelasdn, dicatat didlam Tambahan Lénibaran Daerah.



1)

(2

{t)

@

(3

Pasal 43

Peraturan Daerah yang mempunyai parijelasan diberi nomor Tambahan
Lembaran Daerah.
Nottior Teinbahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1
merupakan kslengkapan dan penjelasan dari Lembaran Dacrah.,

Bagian Kedua

Petiyebarluasan

Pasal 44

Perharintah Daersh wajib manyebariaskan, Peratlran, Daerah yang telah

diundangkan dalam Lembaran Daereh dan peraturan d bawahnya yang:

telah dituangkan dalam Berita Daerah,

Penyebarluasan Lembaran Daerah dapat dlakulkan dengan cara:
-, divmumnkan di media ceak dunfataw ekktronik;
B diumumkan di kantor-kantor baik di hngkungan Pemerintah Daerah

maupun instansi lainnye; dan/ atau
¢ diumumkan di tempat lain.

Penyebarluasan rancangan Peraluran Dacerah yang berasal dard DFRD

 dilaksanalkan aleh Sekretanis DPRD.

(<)

(1

Penyebdriuasan rancangan Peraturan Daerah yang beracal dari Bupati

dilalzsanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pusal 45

Masyarakat berhak memberikan masukan secata lisan danfatau tertulis

dalam rangka penyiapan danfatai pembahasan rancangan Peraturan
Caerah. - '

Pelalzeanaan pattisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui konsultasi publik, pertermuan para ehli, dialog, diskusi,
serninar dan/atau forum-forum lainnya yang efekff untuk membangun

. komunikasi dengan Masyarakst.

(3)

Partisipasi Magyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan

bagi masyarekat dan pemangku kepentingan vyang terkena dampak
langsung dari pengaturan Peraturan Daerah yang bersangkutan.



BABX
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Pasal 46

(1] Penyusunan rancangan Perafiran Dacrah dilakukan sesuai dengan teknik
peityusunan Peraturan Daerah.

[2) Ketentnan mengenai teknik penyusunan Pératuran Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak térpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(@) Ectentuan ichih lanjut mengenai perubahan terhadap toknik penyusunan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan. Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN
Pasal 47

Pembiayaan berkeiten dengan penyusiwman Perattran Daerah dibebanlan
pecie. Anggaran Pendapatan dan Belsnja Dasreh.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Pengundangan Peraturan Deereh dalam Lembaran Daerah dilaksanakan
paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung sejpk diundangkannya Peraturan
Daerah ini
BAH X[I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerzh ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan.



Agar setiap orafig ‘dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inhi dengan penempatabnya dalah Lémbaran Daerah
Kabtpaten Kepulauan Aril.
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pada, eanggal 19 April 2017
- BUPATI KEPULAUAN ARU,
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PEMNJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOER 3 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I UMUM

Peraturan Daetah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-
Undengen dan merupakan begian dari sistem hukum npasjonal yang
keduduksn yang sangat sirategis karena diberiken landasan konstitusional
vang jelag seba.ga.hnana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar
Negara. Republik Indonesia Tahun 1945,

Bahiwa sesual dengan ketentuen UndeEng-Undeng Nomor 12 Talmn
2011 tentang Pembentukan Peraturan Pérundang-Undengan yang
dimeksud dengen Porefuran Dacrah adaldh Peraturan Perundang-
Undangan yung dibentulk olel Dewan Perwakilan Ralomt Dasreli dengen
pérsetujusn bersama Kepala Deerah, Selaih dari pada itm, Pegal 65 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang Pemerintabidn. Daeréh
menerangkan bahws Peraturan Daerah adalah Permturan  Perundshg-
Undangan yabg dibentuk bérsama oleh Dewan Perweldlan Ralcyet Daerah

‘dengan Kepala Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah (Perda) sebagai salah satu bentuk Peraturan

Perundang-Undangan vyang balk merupakan sakh satu dasar bagi

pembangunan hukurm nasional. Perda yang baik dapat terwigud apabila
didukung oleh metode dan standar yang tcpat schingga scnentiasa

memenuhi teknis | pembentukan  Peraturan  Perundang Undangan

sthagaimana diatar delam Undang Undang Nomor 12 Talnm 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesual dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahum
2011, thateri muoetan Peraturan Daerah adalah sehwtth inateri muatan
dalam rangka periyelengparaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan dan
menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dan
Peraturan Perundang-Undangan yang lebih lnggi.



_ Menuriat kistentuan Undang-Uidang Nomor 23 Tahm 2014 tentang

. Petnetintahar Daérah, Peranwan Déerah dibentuk daléam  mariglka
" penyeléngparain ofonomi Decrah  ProvinsifKabuparen/Kota den  tugas
pémbantuan se&ta merupakan penjabaran lebih lanjut &l Peraturan
Petundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas
masing~maasing Daerah.

. Tahapan perhberituktan Peraturan Daerah diriulai dengan Prograrn
 Pembieritukan Perda (Prapemperds} yang bertijusn mendgsain Peraturan
Daerah secawa téréncand, bertahap, terarah dan terpad,

Daftar Rancangan Peratman Daerah yang ade délam Propemperda
setizp Tahun mencerminkan skala prioritas yang disusun DPRD dun
- Pemerintah Daerah sampai dcngan tahap terakhijr, wakni tahgpan
pengundangan dan penyebarinagan. Sat Peraluran Daerah dibardpkan
merjjadi Peraturan Daérah yang mampu memenuhi unsur-umsur Pepgfuran
- Dagtah yahg baik, yain unsur filosofis, $0siologis dan yuridie.

Dewan Perwakilan Rakyaf Daérah eaat ini memiliki peran -chek avid
kelanices dengan leblh ektif darl setiap kebijakan yang ditethpult
Pemetintah Daerah melalui fungsi DPRD, kihmsusnys fingsi legislasi
(legislation function). Di dalm mépyusun den mmerumuskan Prelegda
legislasi dan Draft Rancangan Peraturan Daerah yerg baik, par perancang
perlu memeharni benar beberapa faktor, seperti kewenangan, landasan,
syarat dan prinsip seata fungsi dan materi muatan Pergturan Destah yeng
akan dirancang, Faktor-faktor ini pada dasarnya merupekan patokan untuk
membual grogram pembertukan perda secara tepat dan bengr,

Bahwa dengan demikian, kebutuhan prinsipil yang ®k terhindarken
oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan Pemerinteh Daereh Kabupaten
Kepulauan Aru untuk menjadi dasar begi penyusunen Ranperda di lingkup
Pemerintah Daersh Kabupaten Kepultuan Aru hingge kini belum memiliki
gsalu acuan khusus, transparan terarah dan mengakomodasi semua proses
penyusunan Peraturan Daerah yang bejk, schingga dibutubken satu
Peratiran Daecrah yang akomodatif terhedap semua  Kepentingan
penyusunan Peraturan Daermabh & Kepulauan Aru Baliwa atas dasar
kebutuhan primer itulah, Naskah Akademik ini dibuat kemudian dijdikan
- dasar teoritis sebagai pedoman untuk menyusun sebuah Draft Peraturan
Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah di Kepulauan
A




1L PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
" Pasal 2
Cukup Jelas
Pasat 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pazal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelag
Pelsal 7
Cukup Jelag
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelar
Pasal 10
Cukcup Jelag
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
_ Cukup Jelas
Pasal 13
Culoap Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17

Cukwup Jelas



‘Pasal 18

Culcup Jeks
Pasal 19
Culaap Jelas

Pasal 20

Culap Jélas
Peisal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Culcap Jelas
Pasal 23
_ Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Culaup Jelas

_PEL'SEL'EQE

Cukup Jelas
Pasal 27
Cukus Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas
Pasgal 29
- Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup.Jelas

Pasal 31

Cuteup Jel
Pasel 32
~ilcup Jel

Peasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukip Jelas
Pasal 35

Cukip Jelas




Pasal 36

Cukup Jelas
Pasal 37 _

Cukup Jelas
Pasal 38
_ Cukup Jelas
Fesal 30 |

Cukiyp Jelas
Pasal 40

Culcup Jelas
Pasal 41

Cukup Jclas
Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas
Pasdl 44

Culnup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
: Cukup Jelas
Pasal 48
Culamp Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 2



A

B.

o

LAMPIRAN _

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG TATA CGARA, PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

L Sistematika Tekiik Peberttkan Peraturan Daerah sebdgai berikut:

JUDUL
PEMBENTUKAN

‘1. Frase Détigan Rahmat Tuhar Yang Maha Esa

2. Jabatai Pembentik Peratuian Daerahl
3. Konsiderans

4. Dasar Hulum

5 Dikturmn

BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum

2, Madteri Pokok yang diatur

3. Ketentuan Pidana (fka dipelukan)

4. Ketentuan Peraliban (jika diperlukan)
5. Keterituan Penutup -
PENUTUP

PENJELASAN (jika diperiukan)

LAMPIRAN (jika diperlukan)

II. Uraian Sistematika dan Kerangka Penyusundn Peraturan Daerah sebagai
berikut:
A JUDUL

1. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor,

tahun pengundangan satau penetapan dan nama Peraturan Daerah..

9, Nama Peraturan Dacrah dibuat secara singléit dan mencerminkan isi

Peraturan Daerah.
3. Judul ditnlis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakikan di
lengah marpn tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh ;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR ... TAHUN .......
 TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH



4, Pada judul Peraturan Daersh Perubzahan ditambahkan frase
“perubahan atas® di depan reitia Peratiran Deerah yang diubah
-Caontoh!

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN AR
NOMOR ..... TAHUN ....vveeeis
TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA BAERAH TAHUN ANGGARAN ...

5. Jika Peratiran Datiah telah diubah lebih dari 1 {sata) kall, di antara
kata perubgdhan dan kata atas dlSlSlpkﬂn keteranigan  yang
menutijukkkan berdpa kali peruzbahan tersebut telah dilakukdn, tampa
merinci perubahan
Comntoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR ..... TAHUN ...........
: TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR ....... TAHUN .. ... .. TENTANG ..........

B. PEMBUKAAN

Pembuksan Peératuran Daerzh terdiri atas:
1.Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa™
2. Jabatan Péembentuk Peraturan Daerah;

3. Konsiderans;

4, Dasar Hukun dan

5. Dikturm.

B.1. Frase Dengan Rahmet Tuhben Yang Maha Esa Pada pemibukaan
tisp jenis Peraturan Daerah sebelum naime jabatan pembentuk
Peraturan Daerah dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHMAN
YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnys dengan huruf kapitel
yang dletakkan di tengah marjin, '

B.2. Jabatan pembentul Peraturan Daerah ditulis selurubinya derigan
horaf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan  diakhiri
dengan tanda baca koma.

B.3. Konsiderans
lKonsiderans diawali dengan kata Menimbang.

2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenal pokok-pokok
pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembugtan
Peraturan Daerah,




memuat tistir filosofis, yuridis dan sosiologis vang menjEdi
latar belakang pembuatannya.

4. Pokok-piokek pikitan veng hafiya menyatakan behwa Peratiran
Daerah  dianggap perla untuk dibuat adalah kurang tepat
karenst ik wencormirkan latar belakang den  alasan
“dibuatnya Peraturan Deerah tersebut.

o Jika konsiderans meinuat lébilh dari satin pokok piKirat, tgp-
tap pokok pkiran dirumuoskan delaim rangkaian kalitiat veng
mefipakan kesatuan pengertiaf,

6. Tiap-tiap pokok pikiran diawali huruf abjad dan dirumuskan.
dengan satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan
diakhiri dengan tanda tifk koma.

Contoh ;

Menimbang: a bahwa ...}
b. bahwa ..;
¢ bahwa ..

7. Jika konsiderans memuat Iekih dard satu  pertimbangan,
rumusen butic pertinibeangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contob

Menimbang ; a. bahwa..;
b bahwa. ...
¢ bahwi...;

d. bahwa berdasarken pertimbangan sebagaithans
dimaksud dalam huruf a dan horuf b petla
membentuk Peraturan Daerah tentang.......... :

B.4. Dasar Hukum.

1. Dasar huloum diawali dengan kata Menginigat.

2, Dasar hwkum memuat dasar kewenangan pembuatan
Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang
memerintahkan pembuatan Peraturan Daerah tersebut

3. Peraturan Perumdang.-undangan yeafg digunakan sebagni dasar
hukum  hanya  Peraturan  Pérundang-Undangan  yang
tingkatarmya sama dan/ ataul lebih tinggi

4. Peraturan Daerah yang akan dicabut dengan Peraturan Daerah
yang akan dibentuk tidek dicantumken sebagai dasar hukum.



5. Jika jumlah Peraturan Perundang-Undsmgan yahg dijadikan
dasar hukum lebih dari satu, urutdn pencantuman perla
meniperhatikan ta urstan Peératuran Perundang-Undangsn

dein  jika tingkstannya sama disusun sécam  kronologis
berdasarkan saal pengundangsn dan/atan penetapdaimya.

6. Dasar hukum yang beresal dari Peraturan  Peruiidang
Uridangan. jamari Hindia Belanda dan/atau yang dikeluarlesn |
ofeh Pemerintah Kolonial Hindia Belaiida sampai dengan
tatizgel 27 Désember 1949, ditulis Ehih duln terjemiahsarninya

. dalarn Bahasa Indonesia dani kemudian judul asli Bahasa
Belanda dan dilengkapi dengsn tahun dan hoemor Staatshlad
vang dicetak miring di antara tanda baca kurung,

Contoh :
Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hikum Dagang
(Wetbook wan Koophandel, Staashlad 1847: 23);
2 S (dst];

7uJika dasar hukom memuat Tlebih dan  satun  Perafurén
Perundang-Undarigan, tiap dasar : huokum diawali angka Arab
4, 2, 3 dan scierusnya, dan dakhiri dengan tandd baca fitk
leoma.

. BS5. Diktum
' 1. Dikhn terdiri atas -
& Kate “Memutuskan”
b, Kata “Menetapkan™
¢ Nama “Peraturan Daerah”

2. Kata Memutuskan ditalis seluruhnya dengan huruf kapital
tatpa spasi di amrara suku kata dan diakhiri dengan tanda
baca tihk dua serta diletakan di tengah marjin.

3 Sebelumn kata Memuhiskan dicanhmmkan frese Dengan
Persetiijizan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATI KEPULAUAN ARU
vang ditulis sepenuhnya dengan hutuf kapital dar diletakan d
tehgah manin
Conteh :

Deéngan. Persetujiian Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
dan
BUPATI KEPULAUAN ARLD




4. Kata. Mehetapk an dicanfinmkan sesudah keia Memutuskan
yary disejajarkan ke bawah defigan lmita Ménimibang dan
Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf
kapital dan diakhiri dengan tanda bacs titik dve.

Con'tgh:
MEMUTUSKAN : |
Ménetspleari : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

C. BATANG TUHUH

L

2

Batang tubuh PeratUran Daersh memuvat semua substansl Peraludan
Dagrah dalam pasal-pasal.

Substansi dalam ‘barang mibuh dikelompokkan ke galam -

g Keteritugn Umum

h. Materi Pocok yang diatur

¢ Ketentuan Pidana (jika diperiukan)

d. Ketemtuan Peralihan (jika diperlukan)

& Ketencuan Penutup

Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanyn
bab Ketenfuan lain dan/atau sejenignya. Materi yang bersargkutan,
diupayakan untuk masuk ke dalam bab yang ada danjetau dapat
pula dimuat dalam bab teérsendiri dengan judul yeng sesual dengar
materi vang diatur.

Substansi yang berupa sanksi administrasl dan/atan  sanksi
keperdataan atas pelanggaran nomma tersebut, dirmamusken menjadi
satu  bagian  (pasall dengan noma  yarg memberiken  sanksi
administrasi dan/atau sanksi keperdataan.

Jika nerina yang memberikan sanksi adorinistrasi danfatau safnks
keperdataan diatar dalam pasal terakhir dari bagian (pasal} tersebut.
Dengan demikian dihindari rumusan ketentuan sanksi administras]
dalam sata bab.

Sanksi administrasi dapat berupa antara lain,. pencabutan izin,
pembubatran, pengawasan, pemberhentian  scmentara, dends
administrasi danjatau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan
dapat berupa, antara lain, ganti keragian.

Pengelompokkan materi Peraturan Deérah dapat disusun secara
gistemats dabm buku, bab, bugian dan paragraf



B

Jka Peraturan Daerah mempunyal materi vahg tuang lingkupnya
sangat luas dan mémputiyal bamyale pasal, pasal-pasal tersebut dapat

- dikelompokkan menjadi buku (ka merupaken kodifikasi, bab,

10.

bagian dan/atdu paragraf.

- Pengelofipokan  materi  daldm bukw, bhab, bagian den  paragraf

dilakukan atas dasar kesesuaian matéri

Urutsn pengelompokan sehagai berikut:

a:; bab dengar pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf;

b bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa parasraf; atad
<. beh déngan bagian dan parageafl yang beriai pasal-pasal,

11.Bab dibeti nornor urut angka Romawi dan judul] bab vang seluruhnya

12.

13.

14.
15.

16,

17.

18.

ditylis
Lontoh
BaAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian diberi nomor wrut dengarn hilangen tingkat yang ditulis

dengan huruf dan diberi huruf.
Huruf awal dari kete paragral dan setiap kata pada judul begian
dirulis dengan hurul Kapital, kecuali hurof awal kata partikel yang
tidak terletak pecda awal frase.
Sonwoh;
Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Daerah
Paragral diberi tomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
Huruf awal den kata paragral dari setiap keta pada judu ditulis
dengan huruf kapital, kecuali huruf awel kata partikel yang tidak
terlctak awal [rase.
Contoh :

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Pasal merupelken satuan sturan dalam Pemturan Daerah yang
memulai satu norma dan dirumuskan dalam setu kalimat yang
disusun secara singkat, jelas dan lugas.
Materi Peraturan Daerah lebih buik dirumuskan dalam bamyak pesal
vang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal vang
masing-masing pasal memuat banyak ayat, keécuali jika materi yang
menijadi isi pasal iu merypakan setu rangkaisn yang tidak bisa
dipisahken.
Pasal diberi nomor urut angka Arab.



‘ . 19,
|
|
|

20,

Huruf awal kata pasal yang digunakan sehagai satuan ditulis dengan

araf kajpital.
Contah:

Pasal 10 .
Pengundangan  Peraturan Daerali dalam  Lembaran  Dasrsh
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
Pasal dapat dirméi ke dalam beberapa ayal.

21".&379;1;' diberi nomor wiut dengan anhgka Arab- di antara tands baca

22,

23,

24,

25.

kirung tarpa diberi tanda baca titls.

Satu avat hendaknya hanya memuat ggtu nonma yang dirumuskan
dalam satl kalimat ufuh.,

Huruf awal kata ayat yarig dlgl.makan sebagai acusn ditulis dengan
huruf keeil,

1) Penyusunan rencangan Peraturan Deersh dilakukan dengan teknik
penyusumen Pératuran Daerakh.

4 Ketentuen mengenal teknik penyusunen Peraturan Dagrah
sabagaitnana dimaksud pada gyal (1) tercantum dalam lempiran
yang tidek terpisehkean dari Peraturan Deersh. i, '

Jka satu passl dan/atau ayet memuat rincian uhstr, dapat pule

dipertim bangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tebulaei.

Contoh

Prsal 14

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga Negara Indonesia yang telah

berusia. 17 {tujuh helas) Tahun danfatau tebhh kawin dan tdah

terdaftar pada Pemilih.

Dalam membuat rumusan pasal dan/atau ayat dengan bentuk

tabulesi hendakinya diperhiatikar: hal-hel sebagai berilcut

a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangksian kesatuan
dengan frase pembuka;

b setiap fincan diawali dengan hurid (abjad) kedl den diberi tanda
baeca titile

. setiap frese dalam rincian diawali dengan haraf kecil;

d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca itk koma;

& jika suatu rincian dibagi iagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka
unsur tersebut dituliskan masuk ke dalarh |



[ di belakang rincian yeng masth mempunyai rincian lebih lanjut
dibeti tanda beca ik da;

g pembagian rincian (dengan urifan makin ‘kecil) ditulis dengan
N abjad kecil vang diikiti dengen tanda baca tiil; angka Araly ditkuti
.. dengen tanda beca titik; abjpd kesil déngan tanda buca kuring

E | tutup; angka Arah dangan tamda baca kurung hutup; den
| _ ' - h pembagian ririeiin be-ndaknya tidsk melebihi empat tingleat Jika
- rincian melebihi ermpat tingkat, perfu dipertimbangkan pernecahan

| pasal yang bersanglkutan ke dalam pasal atau ayat laif,

C.1. Ketentuan Urmimn _

1. Ketentuan umuym dﬂetakkan dalam bab kesatw .Jika dalam
Petuturari Daerah tidak dilakukan pengalompokkan bab,
ketentuan usmim diletakkan dalam pasal-pasal awsl,

2 Ketentuan wmikn dapat memuat lebih dari eatu. pasal

3 Ketentuan umum berisi:

a batasan pengertian dan definisi;

b singkatan dan/atau akronim yang digunakan dalam
peraturan; dan

¢ hal-hal yang bersifat umum yang berlalcu begi pasal - pasal
berikutnya antara lain leeterituan yang mencerminkean asas,
meaksud dan tujuan

4. Frase pembulka dalam ketentuan umum Peratiran Dagrah
berbunyi "Dalam Peraturan Deerah ini yang dimaksud
dengan™:

5. Jiki keténotuan umun memuat batasan pengertian dan/ amu
definisi, singkatan danjfatau akranim labih dari saty, maka
masing-masing wraiannya diberi nomor urut dengan angka

i : Arab dan dieweli denpan hurdl kepital serta diekbiri dengan
tanda baca titik.

6. Kata danfatau istilah yang dirmuast dalam ketentuan wmiam
hanyalah kaa danjfatau istiialh ywang dipumakan barilang-
ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya.

7.Jika suatu Kata danjfatau istilab banya digunakan satu kali,
namun kata danfatau stlah #n diperlukan pengertiannya
untuk  satu  bab, bagian  danfetau  paragraf  terténtu,
dianjurkan agar kata danfatau istilah. it diberi definisi.



8 Jka suatu batasan pengertian dan/atau definisi perlu dikutip
kembali di dalam  keteniuan wumum  suabi  peraturan
pelaksariaan, maka rimusan batasan pengertian danfatau
definisi di dalam peraturan peliksanaan harus sama dengan
rirmusen hatasan pengertian atat definisi yang terdapat di
dalam peraturan lebih tnggl yang dilaksanakan terse but.

9. Uraian penempatan kata danfatan istilah dalm ketentuan
umarh mengikuti ketentuan sehagai beriku't:.

4. pengertiaii  yang memgatur  erfang lingkp umiwn
ditempatkan lebih dabubi dari yang berk ngkip khusus;

b pengertian yang terdapat terlebih dahulu & ddlam materi
pokok yang diatur ditempatican. dalam urufan yarg lebih
dabuilty; darr

C, pengertian: yang mempunyai katan dengan pengertian di
atasnya diletakkan berdckatan sécara beturutarn.

C.2. Materi Pakok yang diatur,

1l Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab
ketettuan utum dan jika fidak ada pengelompokan bab,
materl pokok yang diatur diletakkan setslah pasal-pasal
katentuan wrnum.

2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebilh ket
dilakukan menurut kriteria yang dijadikan desar pertibagien
Contoh;

a Pembagian berdasarkan hak danj/atau kepentingan yang
dilindungi, seperti pemmbagian dalain KUHP :

1. Kejahatan terhadap keamanan ncgara;

2 Kejahatan terhadap Presidern;

3 Kegjahatan terhadap negam salmbat dan wakilnya;

4. Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; dan
5. Kgjahatan terhadap ketertiban umumn dan seterusnya.

b. Pembagian  berdasarken urutan  kronclogis, sepertd
pembagian dalam hulkum ecara pidana, ditmaidlai dalam
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksasn di
sidang pengadilan tingkat peftzma, tingkat banding, tingkat
kasasi dan peninjauan kembal.

¢ Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, sepert
Jalksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda,



C.3. Keténtuan Pidana (fika diperhakan).

1.Ketentvan pidana memuat rimasan  yang  fneriyatalkan
penjatihan pidana aas pelanggaran terhadap ketentuan yang -
berisi norins larsngan danfatau peiititah

2. Dalarn nmrerumuskan keteniuat pidana  perlu  diperhatikan
asas-a%as urmnn ketemuan pidana yang terdapat dalam Buku
Kesatu KUHP, karens ketentuian dalam Buku Kesatu berlaka
juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan
Perundang-Undangan lain, kecuali jka olh Undahg-Undang
diteritultah lain, _

3. Dalam menentukan lemanys. pdana dan/atau  banyaknyva
denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang
ditimbulkan cleh tindak pidania dalam masyarakat serta umsin
kesalahan pelaku

4, Ketentuan pidana ditemnpatkan dalam beb tersendiri, yaitu teb
ketentuan pidang yang letaknya sesudah materi pokok yang
distur atau sébehumn bab ketentuan perslihan. Jika bab
ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adabhh sebelurn bab
etentuan penutup.

5. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutken secara jelas
norma larangan afsu perintah yang dlanggar den
menyebutkan pasal-pasal yang mermuat norma tersebut.

6. Jika kctentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dan
ketentuan pidana dirumuskan dengan imse $etiap orang.
Contoh ;

Pasal Bl

Setigp orang vyang dengan sengejp den  tarpa bak
tienggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan
merek terdaftar milik orang lain danfatau badan hukum lain
untuk barang dan/atau jsa sejems yang diproduksi dan/ atau
diperdagangkan, scbagaimena dimaksud dalam Pasal 20,
dipidana dengan pidana penjira paling krma 7 (tujuh) Tahun
dan denda paling banyak Rp  100.000,00 [seratus ribu
rapiakl).

7. Jika ketentuan pilana hanya berlaku bagi subjek tertentu,
subjgk itu dirumuskan secara teges. misalnya arang asing,
Pegawai Negeri, salksi




Contoh:

Pasal 95
pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika & muka sidang.

pengadilan, dipidana dengan pidavia ponjara paling lama 10

[seputuh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.006.000,00
{tign: ratus juta rupiah) Sehubunpgan adanya pembedaan
antgra tindakan kejhatan dan titidakan pelanggaran 4 dalam
KUHP, rnumbsan kelenfuan pidana harus menyatakan segara
tegas apakeh perhuatan yang diancam dengan pidana itw
dikualifikasikan sebagai pdangparan darifatan kejahatan.
Sehubungan adanya pembedaan antara tindalan kejphatan
dan tindakan pelanggaran & dalam KUHP, rumusan
ketentuan pidana harus menyathkan Sechh legas apakah
perbuatan yang diarcam dengan pidana jfu dikualifi kasikan
sebagai pelanggaran dan/atau kephatan
BAB V]
KETENTUAN PIDANA
Pesal 33
(1) Setiap orang yarg melanggar ketentusn Pasal .., dipidana
dengan dipidana kurungan paling lame dan/etaun denda
paling banyak Rp ...... :
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud peda ayst (1) adalah
pelanggaran.

C.4. Ketentusn Peralihan (jika diperhikan)

L

Ketentuan  peraliban memuat  peénvesuaian  terhadap
Peraturan Dacrah vang sudah ada pada sast Peraturan
Daemh baru mulal berlaku, agar Peraturan Daerah terseébut
dapat berjalan lancar dan tdak menimbulkan permasalahar
hakum.

Ketentuan peralihan dimuat dalam bab Ketentusn Perutup.
Jika dalm Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan
bab, pasal yang memuat ketentusn perslihan ditempatian
sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku,
segall hubungan hukum yeng ada atau tindakan hakum
yang terjadi bak sebelum, pada saat, maupun sesudah
Peraturan Daerah yang baru dinyatakan mulad  berlaku,
tunduk pada Peratinan Daerah yang baru



Di dahm Persturan Dherah yang barn, dapai dirmat
péngaturan yang mémuat penyimpangan sementara bagi
tindakan hukum danfatuz hubungan hukum tertentu
Penyirmpangan sementara ifu berlalfly juga bagi ketentuan
yang diberlakusurutkan.

Hindari frase mulai berlaku efektif pads tanggal dan/atau

yang seéjenisnya, karena frasc ini menimbulkan kctakpastiarn

 mengenai sast resimi berlakuiya suatu Peraturan Deerah,
saat Penpundangan danjafau_ smoat berlaku efizltif.

Penyimpangan terbadap ssat mmlai belaku  Peraturan

Daereh hendaknya dnyatakan secara tegas dengsn

menetapkan bagiat-bagian mana dalam Peraturan Daergh

itu yang berbeda saat malai berlakunya.

Contch:

Pasal 45

(1) Ketentuan sehagaimana dimaksud. dalam Pasal B ayat {1},

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mulai berlaku peda tanggal

Pada dasarnya sast smilai berlakunya Peraturan Daersh

tidak dapat dientukan lebih awal daripada saat

pengundangannya.

Jika ada alsan yang kuat untuk memberlakukan Peratuiian

Daerah lebibh awal daripada sast pengundangannya (artinya,

berlakil surmat), peclu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

l.ketentuan baru yang berkaitan dengan masaldh pidais,
bak Tberat, siak mauipun klasifikasinya, tidak kut
diberlakustrutkan;

2 rincian mengenai pengaruh kefentuan berlaln surnt e
terhadap tindakzn hukum, hubungan hukum dan akibat
hukum tertenta yang sudah ada, perlu dimuaat dalam
ketentuan peralihan; .dan

3 awal dari saat mnilad berlalog Peraturan Daerah sebailenya

ditetapkan +fdek ¥bih dalulu dari saat rancangan
Peratiran Daerah tersebut  mulai  dikeétabui oleh

masvarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Daergh
i disampaikan k= DPRD.




10. Saat mulai berlaku Peraturan Daerah, pelaksanaannya tidak

‘boleh diteiapkat: lebih swal daripada saat mulsi berlaku
Peraturan Perundeng-Undangan yang mendasarinya.

C.5. Ketentuan Pemuatirp

1

Ketentuan petnitup diternpatkan dalam bab terskhir. Jika
tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan penutup
ditempatkan dalami pasal-pasal terakhir.

Pada wumiumnya ketenbgem periutup memuat ketentuan

mengenai :

a penumnjukian  prgae  dan/atau  perlengkapan  yarg
melaksanakan Perarturan Daerah;

b nama singkat;

o status Peraturan Daerah yang sudah ade; dan

d. saar mulai bierlaku Peraturan Daerah.

Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelalksanaan

vanyg bersifat :

a menjalankan {eksekuii), nmisalnya, penunjukan Pejabat
tertenitl yang diberi kewenangan untuk imeinberikan izin,
mengangkat Pegawai dan lain-lain; dai

b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan
uniuk membust peraturan pelaksanaan.

Jikz materi dalam Peraturan Daérah baru menyebabkan

peduina  pengeantian  fehuruh  dan/atan sebagian mater]

Peraturan Daerabh lamz, di dalam Peraturan Dastah baru

harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh

dan/atan sabagian Perafuran Daerzh larma.

Rumusan pencabutan diaweli dengan frase ‘Pada saat

Peraturan Dacrah ini bedaky', keauali umuk pencabutan

yang dilakuken dengan Persturan Daerah pencabutan

tersendiri.

Demi kepastiam bukvm, pencabutan Peraturan Daerah

hendaknya tidak  dirumuskan  secafa umuim tetapd

menyebutkan dengan tegas Peraturan Daecrah tnana yang
dicaburt.

Untule mencabmit Peraturan Daerab yang telah dinndangican

dan telah mulai berlakys, gunakan frase dicabut dan

dinyatakan tidak berlakai




Contah;

Pada sast Peratoran Daerah i radai herlakh, Peraturan
Daerah Noémotr ... Tahui ... tenteang ..o.o.  (Lémbararn
Daerdh KABUPATEN KEPULAUAN ARU Tabun ... Nomor
-. ) dicabut dan dinyatakan tidak berlalas

D: PENUTUP

1

Penutup meripakan bagian terakhic Peratiran Daerah dan memuat:

a. rumusan  perintah  pengundangsn  dan penempatan  Peraturan
Daerah dalam Lembaran Dperaby

b, penandatanganan pengesahan danfatau penetapan Peraturan
Daerah;

¢, pengundangan Peraturan Daerah; den

d. bagian penutup, |

Rurausan perintah pepgundangan dan penempatan Peraturan Daersh

délarm

Lembaran Daerah KABUPATEN KEPULAUAN ARU berbimyi sebagal

erikout:
Congol

Agar setiap orang  meéngetahuinya, memerintehkan

pengundangan Peraturan Dacrah in dengan penempatannya

dalam Lerobaran Dacrah Kabupaten Kepuwlauan Aru,
Penandatanganan pengesahan dan/ atau penetapan Pereturgn Daerah.

mermnat:

a tempat den tanggal pengesaban danfatau penetapan,

b. name jabatan;

¢ tanda tangan Pejabat; dan

d nama lengkap Pejpbat yanmg menandatangani, tanpa gelar den
pangkat.

Rumusan tempat dan tanggal perigesahan danfatau  penetipan

diletakkan sebelah kanan.

Nama jabatan dan nama pejabat dituliz dengan huruf kapital Pada

akhir nama jabatan dberi tanda baca koma.



Ceantoh- untuk penets

o
E

Ditetapkan. i Dobo

pada, tatiggal
BUPAT] KEPULAUAN ARU,

tanda tangan

JOHAN GONGA
6 Perigundangai Peramiran Daerah rnemusf:
& tempat. dan tanggal pengundang;
h nama dan jabatan yang berwenang mengundangkan;
c. tarda tangan; dan
d, nama pejahat lengkap yang berhak menandatangani, tanpa gelar
dan pangkat.

7. Tempat tanggal Pengundangan Pereturan Daerah diletakkan i
scbelah  kiri (i bawah penandatangenan pengesahati dan/atan
penetapan).

8 [Namz jabatan dan nama pejabat ditulis déngan haurwf Rapitdl. Pads

~ akhir mama jabatan diberi tanda baca koma.

Conteh

Diundangkaa di Dobo

paca tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH XABUPATEN KEPULAUAN ARU,

tanda tangan

MOHAMAD DJUMPA

9. Pada akhr bagan penutup dicantumkan Lembaran Deersh
Kabupaten Kepulauan Aru bezerta dan nomor dari Lembaran Daerah
Kabupaten Kcpulauan Aru terschut.

1C. Penulisan fiase Lembaran Deerah Kabupaten Kepulawin Ari ditulis

. sduruhnya dengan huruf kapital

Contoh ;

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARLI

TAHUN 2015 NOMOR ...



E PENJELASAN

1.

2

£

Sctiap Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan, filka diperiukan.
Naskah penjelasdn disusin bersama-sama -dengan pEnyuSuﬁﬂn
rancangan Peraturan Dderah.

Judul perijelaisan sama dengan Peraturan Daergh yang berkangkutan.

Contah :

PENJELASAN
ATAS
PHRATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR .. TAHLN _..
TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Penjelasan  Peraturan  Dacrah  memuat  penjelasan  pymum  dan

petjelasan pasal demi pasal

Lonitoh

L UMUM
[I. PASAL DEMI PASAL
Rindan penjeiasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali
dengan angks Romawi dan ditulis selurihnya dengan hanat Kepital,
Penjelasan umum uralan secara sisternatis mengenai latar helakarng
pemikiran, maksud dan wjuan penyusunan Peraturan Daetrgh yang
telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans serta asas-
asas, tnjuan, atau pokok-pokok yang terkandung delam ‘batang
tubuh Peraturan Daerah.
Dalam penyusunan pernjelagan pasal demi pasal harus diperhatkan
agar TuImusarnya :
a tdak barteitangan dengan tateii pokok yang diatur delern batang
tuknain _
b. tidlak memgerluas atau menambah norma yang ada dalam. batang
tubuh;
¢ tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yanyg diatur dalam
batang tubuh; dan
d. tidak mengulangi uraian lata, Btlah dan/atau pengertian yang
telah dimuat di dalam ketentuan umum.



F. LAMPIRAN (jika diperitkan)
Delam hal Peraturan Dacrah memerlukan lampitan, hal terscbut harfidi:
dinyatakan dalam batang tubuh den  pemyatean  bohiwa  lampiran
‘tersebir merahakan bagian yang tidak terpisabkan dan  Peravaran
Daerah yarg bersangkutan Pada akhir lamnpitan harus dicanhrnkan

Y

o nema dan tanda tangan pejpbat  yang mengesahkan/menetapkar
Perdturan Deergh yang bersangkutan.

"BUPATI KEPULAUAN ARU,

tid

JOHANGONGA




